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RINGKASAAN
Analisis Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Provinsi Bengkulu dalam Menindaklanjuti Laporan Maladministrasi
Pelayanan Publik :

Sindi Miranda Putri, 2263201043; 2022, 125 halaman; Program Studi
Administrasi  Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan [Imu Politik, Universitas
Muhammadiyah Bengkulu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam menindaklanjuti laporan
maladministrasi pelayanan publik serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi
dalam pelaksanaan tugasnya. Analisis penelitian menggunakan Teori
Kelembagaan Meyer dan Rowan yang meliputi aturan dan kewenangan, struktur
organisasi, mekanisme kerja, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur
(SOP), dan koordinasi sebagai unsur yang membentuk legitimasi kelembagaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah berjalan dengan baik berdasarkan
lima aspek analisis kelembagaan. Aturan dan kewenangan telah dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi mendukung
pembagian tugas secara jelas. Mekanisme kerja dilaksanakan secara sistematis
mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian laporan maladministrasi.
Kepatuhan terhadap SOP menjadi pedoman dalam setiap tahapan penanganan
laporan, sedangkan koordinasi dengan instansi penyelenggara pelayanan publik
mendukung proses Klarifikasi dan tindak lanjut laporan. Hambatan yang masih
dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan
Ombudsman, adanya laporan di luar kewenangan lembaga, keterlambatan
penyampaian Klarifikasi oleh instansi terlapor, serta masih ditemukannya laporan
berulang pada instansi yang sama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelembagaan Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mencerminkan penerapan unsur-
unsur kelembagaan sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kelembagaan Meyer dan
Rowan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan pengawasan masih perlu
didukung melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan
koordinasi dengan instansi penyelenggara pelayanan publik, serta peningkatan
kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
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Analisis Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Bengkulu Dalam Menindaklanjuti Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik
Oleh :
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Praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih menjadi
salah satu permasalahan yang memerlukan pengawasan oleh Ombudsman
Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam menindaklanjuti laporan
maladministrasi pelayanan publik serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis
melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan
menggunakan Teori Kelembagaan Meyer dan Rowan sebagai landasan analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah berjalan dengan baik berdasarkan
aspek aturan dan kewenangan, struktur organisasi, mekanisme kerja, kepatuhan
terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), dan koordinasi pelaksanaan tugas.
Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai
kewenangan Ombudsman, adanya laporan di luar kewenangan lembaga,
keterlambatan penyampaian klarifikasi oleh instansi terlapor, serta masih
ditemukannya laporan berulang pada instansi yang sama. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Bengkulu telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Teori.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak setiap warga
negara atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Kualitas pelayanan
publik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
karena pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan secara langsung dirasakan
oleh masyarakat. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan
profesionalisme aparatur, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta
berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Ramadan, 2025)

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah menjadi perhatian
pemerintah melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan
landasan hukum bagi penyelenggara pelayanan publik agar mampu memberikan
pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengaturan tersebut
menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang
berkualitas, sedangkan setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban
memberikan pelayanan secara profesional, tidak diskriminatif, mudah diakses,
tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran regulasi tersebut

diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik dalam



memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Bazarah,
2021)

Meskipun berbagai regulasi mengenai pelayanan publik telah ditetapkan,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan yang memengaruhi
kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai bentuk maladministrasi seperti
penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak
memberikan pelayanan, serta tindakan yang tidak profesional masih ditemukan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa
masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan
pelaksanaan pelayanan di lapangan. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka tujuan
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas akan sulit diwujudkan. Situasi
tersebut  sekaligus  menunjukkan  pentingnya  pengawasan  terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik agar setiap dugaan maladministrasi dapat
ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. (Iskandar, 2025)

Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan
oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman
merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan memiliki kewenangan
menerima, memeriksa, serta menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai
dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan
kewenangan tersebut tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum yang dimiliki,
tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kelembagaan Ombudsman menjalankan

tugasnya melalui pembagian kewenangan, struktur organisasi, mekanisme kerja,



kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta koordinasi dengan instansi
penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi
pengawasan tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya laporan yang diselesaikan,
tetapi juga dari bagaimana proses kelembagaan tersebut berlangsung sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut juga dijalankan oleh Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai perwakilan lembaga di
tingkat daerah. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu
memiliki tanggung jawab menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan
masyarakat mengenai dugaan maladministrasi yang terjadi pada instansi
penyelenggara pelayanan publik di wilayah Provinsi Bengkulu. Keberhasilan
pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang
dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana kelembagaan Ombudsman menjalankan
fungsi organisasinya secara efektif melalui penerapan aturan dan kewenangan
yang jelas, struktur organisasi yang mendukung pembagian tugas, mekanisme
kerja yang sistematis, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta
koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Bengkulu tercermin dari laporan masyarakat yang diterima
setiap tahunnya. Dashboard Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Bengkulu Tahun 2025 menunjukkan bahwa dugaan maladministrasi masih

ditemukan pada berbagai sektor pelayanan publik.



Tabel 1.1
Laporan Masyarakat 2025

1 Kepegawaian 23
2 Pajak 21
3 | Administrasi kependudukan 20
4 Pendidikan 18
5 Kepolisian 14

TOTAL 96

Sumber: Dashboard Ombudsman RI perwakilan Provinsi bengkulu, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa laporan dugaan maladministrasi masih
ditemukan pada berbagai sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu sehingga
pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masih diperlukan. Jenis
dugaan maladministrasi yang dilaporkan masyarakat juga menunjukkan variasi
permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 1.2

Maladministrasi Laporan Masyarakat, 2025

1 Penundaan Berlarut 65
2 Penyimpangan prosedur 57
3 Tidak Memberikan Pelayanan 14
4 Tidak kompeten 3
5 Permintaan Imbalan 3
TOTAL 142

Sumber: Dashboard Ombudsman RI perwakilan Provinsi bengkulu, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami berbagai kendala
dalam memperoleh pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi ini  sekaligus memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap



penyelenggaraan pelayanan publik masih diperlukan untuk mendorong perbaikan
kualitas pelayanan publik.

Banyaknya laporan yang diterima kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme
penanganan laporan yang telah ditetapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu selama
periode 2021-2025 menunjukkan bahwa sebanyak 157 laporan telah diteruskan ke
tahap pemeriksaan, sedangkan 147 laporan telah dinyatakan selesai. Data tersebut
menunjukkan bahwa Ombudsman telah menindaklanjuti laporan masyarakat
melalui mekanisme penanganan yang berlaku. Meskipun demikian, capaian
tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana proses kelembagaan dalam
penanganan laporan dijalankan. Penyelesaian laporan tidak hanya dipengaruhi
oleh jumlah laporan yang masuk atau jumlah laporan yang selesai, tetapi juga
dipengaruhi oleh pelaksanaan aturan dan kewenangan, struktur organisasi,
mekanisme Kkerja, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta
koordinasi dengan instansi yang menjadi pihak terlapor.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar
penelitian masih berfokus pada aspek peran, efektivitas, dan kinerja Ombudsman,
sedangkan kajian mengenai aspek kelembagaan dalam proses penanganan laporan
maladministrasi masih belum menjadi fokus utama. Padahal, keberhasilan suatu
lembaga tidak hanya ditentukan oleh hasil yang dicapai, melainkan juga
dipengaruhi oleh bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsi organisasinya
sesuai dengan aturan yang berlaku, pembagian tugas yang jelas, mekanisme kerja

yang sistematis, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta koordinasi



yang terbangun dengan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini memandang
bahwa perspektif kelembagaan perlu digunakan untuk memperoleh pemahaman
yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan fungsi Ombudsman dalam
menindaklanjuti laporan maladministrasi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, tingginya jumlah laporan masyarakat serta
capaian penyelesaian laporan belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menjalankan
fungsi kelembagaannya dalam menindaklanjuti laporan maladministrasi
pelayanan publik. Analisis terhadap aspek aturan dan kewenangan, struktur
organisasi, mekanisme Kkerja, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur,
serta koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi kelembagaan Ombudsman dalam
proses penanganan laporan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kelembagaan
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam
Menindaklanjuti Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik.”

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Bengkulu dalam menindaklanjuti laporan maladministrasi pelayanan

publik?



2. Apa saja hambatan yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan ~ Provinsi  Bengkulu  dalam  menindaklanjuti  laporan
maladministrasi pelayanan publik?

1.3 TUJUAN
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukan, maka tujuan yang ingin

dicapai dalm penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Bengkulu dalam menindaklanjuti laporan maladministrasi pelayanan
publik.

2. Menganalisis hambatan yang memengaruhi pelaksanaan kelembagaan
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam
menindaklanjuti laporan maladministrasi pelayanan publik.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis , sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu Administrasi  Publik, khususnya dalam kajian
kelembagaan organisasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengawasan pelayanan publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji kelembagaan

Ombudsman maupun lembaga pengawas pelayanan publik lainnya.



2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan
bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam
memperkuat pelaksanaan kelembagaan pada proses tindak lanjut laporan
maladministrasi pelayanan publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam mengembangkan
kajian mengenai kelembagaan organisasi publik, serta menambah wawasan
dan pengalaman peneliti mengenai pelaksanaan kelembagaan Ombudsman
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik.
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